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ABSTRAK

Nama : Nursakinah Pasaribu

Nim : 2110300055

Judul Skripsi : Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
penanganan fakir miskin (Studi Kasus Di Desa Pangaribuan

Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan).

Undang-Undang yang dirumuskan sebagai upaya terhadap kesejahteraan masyarakat
miskin yakni rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal
18 Agustus 2011. Persoalan kemiskinan yang terdapat di Desa pangaribuan kecamatan sipirok
kabupaten tapanuli selatan yaitu masih rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan
rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja sehingga hal ini yang menyebabkan
tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.di Desa pangaribuan belum mampu
menuntaskan masalah kemiskinan. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya fakir miskin
yang berkeliaran di jalanan dan perumahan kumuh dan kotor dan masih banyaknya anak-anak
putus sekolah. Itu menjadi bukti bahwa di Desa pangaribuan belum tuntas masalah kemiskinan.

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diteliti Bagaimana
perlindungan negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan undang-undang
nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok
Kabupaten Tapanuli Selatan, Apa tantangan dan hambatan Dinas Sosial dalam memenuhi
Hak-Hak Fakir Miskin di Desa Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Bagaimana
tinjauan figh siyasah terhadap perlindungan negara dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa
Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang merupakan
jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dengan sumber data
primer dan sekunder Dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi,
wawancara yang mendukung penelitian ini. Dan tehnik analisi data yaitu menggunakan
deskriftif kualitatif

Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan negara terhadap hak-hak fakir
miskin menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin dilakukan oleh
pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial sembako dan program
KUBE FM (kelompok usaha Bersama fakir miskin). Pelaksanaan Undang-Undang No 13
Tahun 2011 tentang fakir miskin adalah salah satu contoh bagaimana penerapan suatu figh
siyasah atau Undang-Undang yang dibentuk demi kemaslahatan manusia atau warga negara.
Berdasarkan pandangan Figh Siyasah dalam memberikan hak-hak fakir miskin pada Dinas
Sosial kabupaten tapanuli selatan belum optimal, karena masih adanya kendala dan hambatan
terutama pada bantuan PKH dan sembako pertama masalah perubahan data yang
mengakibatkan fakir miskin yang sebenarnya layak mendapatkan haknya tidak mendapatkan,
dan sebaliknya yang sudah mampu dan seharusnya tidak berhak menerima hak atau bantuan
masih mendapatkan. Ini disebabkan informasi dan data KPM tidak lengkap selain itu ada juga
data yang tidak diperbarui, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kedua sering terlambatnya
pendistribusian bantuan sembako yang seharusnya sekali 3 bulan kadang menjadi 4 bulan
sekali. Masalah inilah yang membuat belum optimalnya penanganan fakir miskin di Desa
Pangaribuan. Mengingat adanya Undang-Undang tersebut merupakan langkah awal untuk
membantu permasalahan fakir miskin agar mampu keluar dari zona kemiskinan dan bisa
hidup secara layak.

Kata Kunci : Fakir Miskin, Hak-Hak Fakir Miskin, Figh Siyasah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian

dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan

sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut

ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf | Nama Huruf Nama
Huruf Latin
Arab Latin
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
D Ra R Er
B Zai z Zet
o Sin S Es
B Syin Sy Es dan ye

Vi




o= sad $ es (dengan titik di bawah)

o= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)
& ,,ain Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
T Qaf Q Ki
& Kaf K Ka
J Lam L El
N Mim M Em
g Nun N En
B) Wau W We
° Ha H Ha
3 Hamzah Apostrof
T Ya Y Ye
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal

panjang.

viii




a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah

sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Nama
Huruf Latin
Latin
- A A

fathah

Kasrah | |

K} U U
dommah

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang

lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf,

transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Nama Huruf Nama
Huruf Latin
Huruf Latin
S e — fathah dan ya Al adani
_ Au adanu

fathah dan wau




c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang

lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya

adalah sebagai berikut:

Nama Huruf Nama
Tanda Huruf Latin
Latin
| — fathah dan alif A A
$ T kasrah dan ya I I
B) dommah dan wau U U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat

harakat fathah, kasrah dan dommabh, transliterasinya adalah /t/.

. Ta Marbutah mati yaituTa Marbutah yang mati atau mendapat harakat

sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata

itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).




4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu: J' . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu
dibedakanantara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata
sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan

yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena

dalam tulisan Arab berupa alif.

Xi



7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik /i, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua

cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf
capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf
capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiridanpermulaankalimat.
Bilanamadiriitudilaluioleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak

dipergunakan.

9. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu

keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

xii
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakir miskin di Desa pangaribuan merujuk pada kondisi atau keadaan
orang-orang yang miskin dan kurang mampu di daerah Tapanuli Selatan,
sebuah wilayah yang terletak di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Fakir
miskin merujuk pada golongan orang yang sangat miskin, bahkan mungkin
tidak memiliki sumber daya atau tempat tinggal yang layak.*

Di Desa pangaribuan, seperti di banyak daerah lain di Indonesia,
masalah kemiskinan bisa jadi merupakan tantangan besar bagi sebagian
penduduk. Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Faktor-faktor
seperti ketidaksetaraan sosial, rendahnya akses terhadap layanan publik, serta
terbatasnya lapangan pekerjaan dapat memperburuk situasi mereka.?

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber
mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi
kehidupan dirinya atau keluarganya. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat

multidemensi dan multisektor dengan beragam kerakteristiknya, yang

! Kuntarno Noor Aflah, “Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat
Di Indonesia,” ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf 4, no. 1 (2018): 167.

? Endah Prawesti Ningrum, “Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi Dan Kesejahteraan,”
Prive Vol. 7, no. 2 (2024): him. 117.



merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Karena itu harus
ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintah bersama masyarakat dan
dunia usaha. Bahwa dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan di
Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu membentuk peraturan daerah
tentang penanganan fakir miskin tersebut.®

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, tidak terlepas dari peran
serta negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab
dalam menanggulangi kemiskinan termasuk untuk memelihara fakir miskin,
sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir Miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh negara. Amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ini sangat penting untuk direnungkan setiap
orang, bukan penyelenggara hamun juga terutama bagi kesejahteraan rakyat.
Negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak-hak fakir miskin,
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Undang-Undang vyang dirumuskan sebagai upaya terhadap

kesejahteraan masyarakat miskin yakni rumusan Undang-Undang Nomor 13

% Ramsia, “Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pespektif Figh Siyasah (Studi
Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)” (Lampung, UIN Raden intan Lampung, 2022), hIm. 3.

* Bright Learning Center, UUD 1945 Dan Amandemennya (Yogyakarta: Bright Publisher,
2017), him. 36.



Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011, di dalam
Undang-Undang tersebut terdapat suatu perencanaan, pembinaan yang lebih
berkelanjutan kepada masyarakat miskin, pokok-pokok yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 antara lain hak dan kewajiban,
perlakuan terhadap orang miskin, tanggung jawab dan wewenang, sumber
daya, koordinasi, pengawasan dan partisipasi masyarakat, serta ketentuan
pidana. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial
bagi seluruh warga negara untuk bisa hidup secara layak dan bermartabat.
Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah, dan telah
dilaksanakan sejak tahun 1970-an hingga sekarang namun belum mampu
mengentaskan masalah kemiskinan.’

Fakir miskin saat ini merupakan permasalahan yang cukup
berkembang di Indonesia dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari
tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk penyalahgunaan hak
fakir miskin, banyaknya anak mengemis di lampu merah, putus sekolah dan
diperlakukan tidak adil di hadapan hukum, sehingga fakir miskin rentan
terhadap tindakan kriminalitas.®

Salah satu regulasi yang muncul Pasal 34 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia, 1945 menyatakan pada ayat: fakir miskin dan
anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem

jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang

® Cella Mokat, “Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan
Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir
Miskin,” Lex Et Societatis Vol. 8, no. 2 (2020): him. 95.

® Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 24.



lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam undang-undang.’

Pasal 28 H ayat (1) 34 ayat (3) sudah jelas disebutkan bahwa negara
bertanggung jawab dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin. Pada kenyataannya masih minimnya mayarakat miskin mendapatkan
pelayanan kesehatan ini, di mana banyak masyarakat miskin tidak bisa berobat
karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk biaya berobat, sehingga
mereka terlantar. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan Negara. Berdasarkan
Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin serta
belum maksimalnya pemerintah yang merupakan tujuan Nasional Bangsa
Indonesia terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan berkesinambungan
diselenggarakan untuk mencapai tujuan nasional adalah suatu rangkaian
pembangunan yang terpadu dan terarah termasuk di antaranya pembangunan
di bidang pendidikan dan kesehatan.®

Masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan yang utama, baik
itu pangan maupun sandang sehingga berakibat minimnya pemeliharaan
kesehatan, anak yang mengalami putus sekolah, maraknya gizi buruk.
Ledakan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan terbatasnya lapangan

pekerjaan yang tersedia ini merupakan salah satu faktor adanya fakir miskin

” Learning Center, UUD 1945 Dan Amandemennya, him. 36.
® Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



mengakibatkan mendapatkan pekerjaan sangat sulit dan ketat persaingan
sektor pekerjaan formal. Kesejahteraan sosial tidak dapat diperoleh karena
perhatian dari masyarakat dan pemerintah sangat minim dan terbatas.’

Penanganan fakir miskin melalui berbagai kebijakan yang telah
dilaksanakan pemerintah secara holistik dirasa belum mampu mengentaskan
fakir miskin secara maksimal. Hal ini terjadi akibat kurang memadainya
sistem hukum yang mengatur permasalahan penanganan fakir miskin.
Pembaruan Hak Dasar Negara Sebagai Human Security Berdasarkan Undang-
Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan pelaksanaan undang-undang
untuk memenuhi hak hak fakir miskin tersebut.*

Negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan sosial dan
melindungi segenap bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa
pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam suatu negara dilaksanakan
oleh Presiden. Adanya desentralisasi dari pemerintah pusat kepada daerah
mengakibatkan pemerintah daerah dapat mengurus dan mengatur rumah
tangganya sendiri.*!

Sistem ketatanegaraan berkembang dari sistem sentralistik ke sistem

desentralisasi atau yang disebut dengan otonomi daerah, di mana pemerintah

% Edi Suharto, Membangun Masyarakat Dan Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Social, Cetakan Ke Lima (Bandung: PT Revika
Aditama, 2014), him. 103.

19 Undang — undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



daerah diberi kekuasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sebagaimana
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Penangan masalah kemiskinan harus ada kerjasama antara masyarakat
dan pemerintah dalam penangan yang terarah, terencana dan bertahap supaya
kesejahteraan hidup masyarakat miskin dapat ditingkatkan melalui pendidikan
dan pemenuhan hak dalam kesehatan. Hak-hak masyarakat miskin dalam
bidang pendidikan dan kesehatan perlu dilindungi sebagaimana dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam
pelaksanaannya diperlukan peran pemerintah untuk menjamin peningkatan
kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam melalui
pengelolaan terpadu dan berkesinambungan secara terencana, bagi
kelangsungan hidup rakyat.*?

Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin
sebelumnya masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Apabila ditinjau hirarki peraturannya mulai
dari landasan hukum tertinggi, maka dasar hukum penanganan fakir miskin
dapat ditemukan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian menjadi
rujukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967). Keenam pasal dan

12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



undang-undang tersebut mengatur hak-hak tiap warga negara untuk
mendapatkan akses dan layanan dari negara. Akses terhadap hak atau layanan
tersebut antara lain terkait dengan pekerjaan, penghidupan yang layak,
kemerdekaan berserikat, mengutarakan pendapat, pendidikan, perekonomian,
kemakmuran rakyat dan kesejahteraan sosial.*®

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam
pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-
hak warga negara sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Di
Indonesia, masalah kemiskinan telah menjadi tantangan besar yang harus
dihadapi oleh pemerintah. Fakir miskin sebagai kelompok yang rentan sering
kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan,
tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan,
jumlah penduduk mencapai 654 jiwa, terdiri dari 360 laki-laki dan 294
perempuan, dengan jumlah kartu keluarga sebanyak 151 dan jumlah fakir
miskin 70 orang. Desa ini memiliki luas daerah sekitar 15 ribu hektar. Dalam
konteks ini, penting untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi
masyarakat di desa ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses
sumber daya dan layanan yang diperlukan.

Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan mereka

terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk diatasi.** Situasi ini tidak

3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1 A Agasi, Peran Pemerintah Dalam Pengetasan Kemiskinan Di Kota Medan, Seminar
Nasional Lppm Ummat, vol. 2, 2023.



hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat
secara keseluruhan. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah
mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi sebagai upaya untuk
memberikan perlindungan sosial.*®

Regulasi kunci yang dikeluarkan berupa Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-Undang ini bertujuan
untuk mengatur langkah-langkah dalam mengatasi kemiskinan serta
memastikan hak-hak dasar bagi masyarakat miskin terpenuhi melalui berbagai
program dan intervensi sosial. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan
pemerintah dapat melakukan penanganan yang lebih sistematis dan efektif
terhadap permasalahan yang dihadapi oleh fakir miskin.

Di tingkat lokal, desa-desa seperti Pangaribuan di Kecamatan Sipirok,
Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan area di mana isu kemiskinan cukup
nyata. Masyarakat di desa ini seringkali menghadapi tantangan besar dalam
mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan
taraf hidup mereka. Meskipun telah ada kerangka hukum vyang jelas,
implementasi undang-undang tersebut belum sepenuhnya efektif di lapangan.

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 adalah tidak meratanya distribusi bantuan sosial.
Terdapat banyak kasus di mana bantuan tidak tepat sasaran dan tidak

mencakup seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.** Fenomena ini

15 |hi
Ibid.
16 Kelurahan Langgini et al., “Evaluasi Program Bantual Sosial Tunai ( BST ) Pada Masa
Pandemi” 3, no. 1 (2025).



menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat penerima bantuan
dan menciptakan kesenjangan antara mereka yang berhak menerima dan yang
tidak.

Proses pendataan yang belum optimal juga menjadi salah satu faktor
penyebab ketidakefektifan program perlindungan sosial di desa-desa. Banyak
fakir miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara yang
terdaftar sering kali memiliki akses terbatas terhadap informasi dan layanan.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki
sistem pendataan agar lebih akurat dan transparan.

Di antara tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya
manusia di Dinas Sosial, yang bertanggung jawab langsung dalam
pengimplementasian program-program bantuan. Keberadaan Dinas Sosial
yang sering kali kekurangan anggaran dan staf yang memadai membuat proses
penyaluran bantuan menjadi terbatas. Ini mengakibatkan banyaknya
masyarakat yang tetap tidak mendapatkan bantuan meskipun mereka termasuk
dalam kategori fakir miskin.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program-program
perlindungan sosial juga perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang tidak
mengetahui hak-hak mereka atau tidak memiliki akses untuk mengajukan
permohonan bantuan. Pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak yang
mereka miliki sangat penting agar masyarakat bisa berperan aktif dalam

proses perlindungan sosial.
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Dengan mempertimbangkan perspektif hukum, penting untuk
menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks figh siyasah. Figh siyasah
sebagai ilmu yang membahas tentang tata pemerintahan dan keadilan sosial
dalam Islam memberikan jalan untuk melihat tanggung jawab negara terhadap
rakyatnya dalam memenuhi hak-hak dasar."’

Adanya pendekatan figh siyasah yang mengedepankan prinsip
keadilan sosial dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk merumuskan
kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam hal ini, pemerintahan
diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga sebagai
fasilitator yang menjamin keberpihakan kepada masyarakat rentan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi
efektivitas perlindungan hak-hak fakir miskin di Desa Pangaribuan. Dengan
mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial serta mengkaji
perspektif figh siyasah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang mendukung
keberpihakan kepada masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat
sebuah karya ilmiah dengan judul “Perlindungan Negara Terhadap Hak-

Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

Y Nurfatima, M. Taufan B., and Muhammad Taufik, “Kewenangan Kepala Desa
Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata
Negara 3, no. 2 (2022): 211-236.
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(Studi Kasus di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten
Tapanuli Selatan)”.
Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini akan diarahkan pada tiga aspek
utama yang saling terkait, yang mencerminkan inti dari penelitian mengenai
perlindungan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
mekanisme perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut
diimplementasikan di Desa Pangaribuan, termasuk bentuk-bentuk bantuan
yang diberikan kepada fakir miskin, proses verifikasi, penyaluran bantuan
oleh pihak berwenang, dan sejaun mana masyarakat merasa terbantu oleh
program perlindungan ini.

Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan administratif,
sosial, dan kultural yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan
program-program bantuan untuk fakir miskin. Fokus ini akan mengeksplorasi
kendala-kendala dalam pendataan dan akurasi informasi mengenai penerima
bantuan, tingkat partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Dinas Sosial dalam memenuhi
hak-hak fakir miskin.

Ketiga, penelitian ini akan memberikan analisis dari perspektif figh
siyasah untuk memahami tanggung jawab negara dalam menyediakan
perlindungan bagi masyarakat miskin, serta relevansi hukum Islam dalam

pengembangan kebijakan sosial yang lebih efektif. Dengan mengarahkan
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fokus pada ketiga aspek ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis

yang komprehensif tentang implikasi kebijakan perlindungan hak-hak fakir

miskin, tantangan yang dihadapi oleh pihak berwenang, serta rekomendasi
yang berbasis data empiris dan nilai-nilai keadilan sosial yang relevan untuk
diterapkan dalam upaya perbaikan sistem perlindungan hak-hak masyarakat
miskin.
C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian dan istilah
yang dimuat dalam proposal ini, maka penulis memberikan batasan istilah
yang ada sebagai berikut:

1. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber
mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Kemiskinan
adalah masalah yang bersifat multidemensi dan multisektor dengan
beragam kerakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera
diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia
yang bermartabat. Karena itu harus ditanggulangi secara bersinergi oleh
pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha.®

2. Perlindungan adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau

penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dapat diartikan sebagai

¥ Henry J.D Tamboto and Allen A.Ch. Manongko, Model Pengentasan Kemiskinan
Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi Dan Modal Sosial (Malang: C.V Seribu Bintang,
2019), him. 39.
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peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku
manusia dalam lingkungan masyarakat™

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya
kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan
orang lain tidak boleh merampasnya secara paksa atau tidak.?’ Dalam hal
kewarganegaraan, hak ini warga negara berhak mendapatkan penghidupan

yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka

timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis

kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan

sebagai berikut :

1.

2.

Bagaimana perlindungan negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir
miskin berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang
penanganan fakir miskin di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok
Kabupaten Tapanuli Selatan?

Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam
memenuhi Hak-Hak Fakir Miskin di Desa Pangaribuan Kabupaten
Tapanuli Selatan?

Bagaimana tinjauan figh siyasah terhadap perlindungan negara dalam

pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13

19 Setiono, Rule of Law (Surakarta: Fakultas Hukum, 2004), him. 3.
% bid
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Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Pangaribuan
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat
ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan negara terhadap pemenuhan hak-hak
fakir miskin berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang
penanganan fakir miskin di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok
Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Untuk mengetahui  tantangan dan hambatan Dinas sosial dalam
memenuhi hak-hak fakir miskin di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok
kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Untuk mengetahui tinjauan figh siyasah tentang perlindungan negara
dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa

Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Manfaat Penelitian
1. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum sebagai sumber atau khazanah
ilmu pengetahuan.
2. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi
baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama
dalam bidang syariah dan hukum khususnya di bidang Hukum Tata

Negara.
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3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka bahan
acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat

memberikan masukan bagi setiap pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika
penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh
sesuai dengan masalah. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab:

Bab | Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab Il Menjelaskan teori-teori yang memuat tentang perlindungan
negara terhadap hak-hak fakir miskin serta pemenuhan hak-hak fakir miskin.

Bab 11l Merupakan metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan
waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, Dalam bab ini, akan dilakukan analisis
terhadap data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Terdapat beberapa
sub-bab yang akan membahas : Pertama, implementasi perlindungan hak-hak
fakir miskin: analisis mengenai bagaimana mekanisme perlindungan hak-hak
fakir miskin telah diimplementasikan di Desa Pangaribuan. Kedua, tantangan
dan kendala dinas sosial: identifikasi tantangan administratif, sosial, dan
kultural yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan

kepada fakir miskin. Ketiga, tinjauan figh siyasah: mengkaji tanggung jawab
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pemerintah dalam konteks figh siyasah terkait perlindungan hak-hak
masyarakat miskin.
Bab V penutupan, yang berupa Kesimpulan dari seluruh pembahasan

dan saran.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori
1. Fakir Miskin

Fakir adalah orang orang yang memiliki potensi namun belum bisa
direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari.?* Fakir miskin
adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau
mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau
keluarganya.?

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidemensi dan
multisektor dengan beragam kerakteristiknya, yang merupakan kondisi yang
harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan
manusia yang bermartabat. Karena itu harus ditanggulangi secara bersinergi
oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha.”®

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat
dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa
dituntaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si

miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Orang miskin

2! Rudi Kurniawan and Dkk, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir
Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh
Utara,” Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol. 6, no. 2 (2020): him. 147.

?2 Muhammad Nafi et al., “Reformulasi Makna Fakir Miskin Dalam Regulasi Baznas,” Al
Qalam: Jurnal limiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18, no. 5 (2024): 3223.

2 Muhtadi Ridwan, Geliat Ekonomi Islam (Malang: UIN Maliki Press, 2011), him. 3.

17
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adalah mereka yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk memenuhi
kebutuhan primer dalam kehidupannya, sementara fakir adalah mereka yang
memiliki potensi yang belum direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan
hidup sehari-hari.**

Pembangunan yang berpusat pada manusia ditempuh melalui langkah
pengentasan kemiskinan. Menurut Wriggins dan Karlson kemiskinan terwujud
dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang tidak sehat, penyakit
kronis dan perawatan kesehatan yang tidak baik. Inilah yang dikatagorikan
olen Banawiratma dan Muller sebagai kemiskinan mutlak yaitu tidak
terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan,
pekerjaan wajar, dan pendidikan dasar. Kemiskinan semacam ini juga disebut
kemiskinan absolut ketika tingkat pendapatan seseorang lebih rendah dari
garis kemiskinan atau tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup minimum.
Bentuk paling ekstrem dari kemiskinan ini adalah kelaparan yang dapat
mengakibatkan kematian.”

Oleh karena itu negara berupaya memberikan jaminan perlindungan
terhadap kedudukan fakir miskin dan anak terlantar baik dalam konstitusi
maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan wujud kewajiban
dan tanggung jawab negara untuk memberikan landasan hukum dalam

penanganan fakir miskin di Indonesia.”®

24
Ibid.
% Syamsul Ma’arif, “Problema Pengentasan Kemiskinan Di Tingkat Lokal: Pengalaman
Kota Bandar Lampung,” Jurnal Publica Vol. 2, no. 1 (2012): him. 7.
26 1
Ibid.
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2. Ciri-ciri Kemiskinan

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak

mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial

yang bermakna akses di ruang publik dengan rendahnya pendidikan dan

keterampilan yang berguna untuk kehidupannya sehingga terdapat ciri

kemiskinan terutama pada keluarga fakir miskin yaitu :

a.

Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan ketiadaan akses
terhadap dunia sosial.

Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental.

Tidak mampu berfungsi sosial.

Rendahnya sumber daya manusia.

Rentan terhadap guncangan baik individu maupun massa.

Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang
berkesinambungan.

Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lainya (seperti kesehatan
dan lain-lain).

Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam

masyarakat.?’

3. Tanggug Jawab Negara dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945

Ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 berbunyi fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh Negara. Merujuk bunyi Pasal 34 ayat 1 tersebut,

%" Hildegunda Wini, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk
Miskin Di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten : Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk
Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT Tahun 2005-
2009” (Yogyakarta, Universitas Adma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 23.
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singkatnya UUD mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir
miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 00 13/2011, yang dimaksud dengan
fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata
pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi
kehidupan dirinya atau keluarganya. Lebih lanjut, Pasal 2 UU 13/2011
menerangkan bahwa implementasi pemeliharaan fakir miskin oleh negara
sesuai amanat Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 dilakukan dengan asas-asas berikut:

a. Kemanusiaan: penanganan fakir miskin harus memberikan
perlindungan, penghormatan HAM, serta harkat dan martabat setiap
warga negara secara proporsional.

b. Keadilan sosial: penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan
secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

c. Nondiskriminasi: penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar
persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan
antargolongan.

d. Kesetiakawanan: penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh
kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan

pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
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e. Pemberdayaan: penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui
peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk
meningkatkan kemandirian.?®

4. Hak dan kewajiban fakir miskin yang dipelihara oleh Negara diatur dalam
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945:

a. Hak

Fakir miskin berhak mendapatkan kebutuhan dasar yang layak, seperti
pangan, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Mereka juga berhak
mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.

b. Kewajiban

Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan
kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kewajiban negara
dengan memberikan: Rehabilitasi sosial, Jaminan sosial, Perlindungan sosial,
Pemberdayaan sosial. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti:

1) Perseorangan
2) Keluarga
3) Organisasi keagamaan

4) Organisasi sosial kemasyarakatan

%8 pasal 34 ayat 1 UUD 1945.
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5) Organisasi profesi
6) Lembaga swadaya masyarakat Badan usaha
7) Lembaga kesejahteraan social *°

Menurut UUD 1945, pasal 34 ayat 1, yang berbunyi: “Fakir miskin
dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, yang bermakna
pemerintah bertanggung jawab atas pengasuhan dan pengasuhan anak-anak
terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi anak terlantar pada
hakikatnyasama dengan hak asasi manusia pada umumnya. dapat terpenuhi
secara memadai karena alasan apapun, baik mental, fisik, atau sosial.*

Anak terlantar itu sebenarnya tidak ditelantarkan hanya karena salah
satu atau kedua orang tuanya tidak ada. Namun, “pengabaian” di sini juga
berarti bahwa hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara alami,
memperoleh pendidikan yang layak, dan mendapatkan perawatan kesehatan
yang layak tidak terwujud karena kelalaian, kesalahpahaman orang tua,
ketidakmampuan, atau kesengajaan. Permasalahan anak terlantar bukan hanya
menjadi tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat secara keseluruhan
mempunyai tanggung jawab untuk memgentaskan anak terlantar sesuai
dengan kemampuan masing-masing. Namun jika dilihat dari sudut

keberadaannya.*

? pasal 3 UU No. 13 Tahun 2011.

%0 Atika Najwa, “Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Dan Implikasinya Terhadap
Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia,” Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2, no. 3
(2024): him. 84.

3! Triyani Kathrilda Ambat, “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut
Undang-Undang Dasar 1945,” Lex Administratum Vol. 1, no. 2 (2013): him. 43.
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Pemerintah tentunya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar
dalam merawat dan menangani anak-anak terlantar, karena mereka bertindak
sebagai pengatur urusan masyarakat dan wali semua warga negara.Pasal ini
terdiri dari 4 ayat dan menjelaskan tentang kesejahteraan sosial, berikut
bunyinya:

a) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

b) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan.

c) Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang. Pasal ini dijelaskan dalam JDIH Departemen
Keuangan dan menyerukan kewajiban negara untuk merawat anak-
anak miskin dan terlantar. Baik pemerintah pusat maupun daerah
menyelenggarakan reintegrasi, jaminan sosial, perlindungan sosial,
dan pemberdayaan sosial sebagai wujud pemenuhan kewajiban negara
untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan
tidak mampu.*

5. Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang

Penanganan Fakir Miskin.

%2 pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang
penanganan fakir miskin secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara
sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.*®

Untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan
bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berkewajiban
mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan
kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya Undang-
Undang yang secara khusus yang mengatur fakir miskin, diharapkan dapat
memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya
mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah dan berkelanjutan.
Pertimbangan yang melatarbelakangi disahkannya Undang - Undang NO.13
Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin ini adalah :

a. Bahwa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab

untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa.

% UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
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Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab memelihara fakir
miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusian.
Bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana
dimaksud pada huruf, diberlakukan kebijakan pembangunan nasional
yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah dan
berkelanjutan.

Bahwa peraturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir
miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan,
sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang

terintegrasi dan terkoordinasi.>

6. Hak-Hak Fakir Miskin Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2011.

Undang-Undang No.13 Tahun 2011 telah mengatur hak dan kewajiban

fakir miskin pada Pasal 3 berhak :

a.

b.

C.

Memperoleh kecukupan pangan sandang dan perumahan.

Memperoleh pelayanan kesehatan.

Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
Mendapat perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan,
dan memberdayakan diri dan keluarga sesuai dengan karakter budaya.

Mendapatkan pelayanan sosial.

% UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
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f.  Memperoleh derajat kehidupan yang layak.*®
7. Teori Perlindungan Sosial

Teori perlindungan sosial mendefinisikan perlindungan sosial sebagai
rangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk memberikan
dukungan kepada individu dan kelompok yang rentan dalam masyarakat.*®
Dalam konteks ini, perlindungan sosial mencakup berbagai bentuk bantuan
yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga sosial untuk memenuhi
kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan
sosial. Teori ini muncul sebagai respons terhadap tantangan sosial dan
ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok
yang paling terpinggirkan.*

Salah satu asumsi dasar dalam teori perlindungan sosial adalah bahwa
setiap individu berhak atas akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk
hidup layak. Melalui pendekatan ini, penting bagi pemerintah untuk
mengembangkan strategi yang komprehensif dalam memberikan perlindungan
sosial. Dalam hal ini, pemerintah harus bertanggung jawab dalam
mengidentifikasi kelompok yang berisiko dan merumuskan kebijakan yang

mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Aspek inklusivitas

% Jizrel, “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011,” Lex Administratum Vol. I, no. 1 (2014):
him. 5.

% Indah Fitriana Sari and Muhammad Rafi’i Sanjani, “Dampak Evolusi Perlindungan

Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Jurnal llmiah Ekonomi
Islam, no. 1 (2023): 10801087, https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8476.

¥ 1bid.
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menjadi kunci, sehingga semua orang, terutama fakir miskin, dapat merasakan
manfaat dari program-program yang ada.

Teori perlindungan sosial juga menekankan pentingnya interaksi dan
kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat. Ini
mencakup kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi non-
pemerintah (NGO), dan masyarakat itu sendiri. Dengan membangun
kemitraan yang erat, diharapkan program perlindungan sosial dapat lebih
efektif dalam menjangkau mereka yang membutuhkan dan mengatasi berbagai
hambatan yang menghalangi akses terhadap layanan dan sumber daya.*

Selain itu, evaluasi dan monitoring program perlindungan sosial juga
menjadi elemen penting dalam teori ini. Dengan adanya evaluasi yang tepat,
pemerintah dan lembaga terkait dapat mengidentifikasi keberhasilan dan
kelemahan dari kebijakan yang telah diterapkan. Data dan informasi yang
diperoleh dari proses evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki desain
program dan memaksimalkan dampak yang diinginkan, termasuk dalam hal
mengurangi angka kemiskinan.

8. Figh Siyasah
Figh Siyasah adalah cabang ilmu dalam kajian hukum Islam yang

membahas aspek pemerintahan dan politik, dengan fokus pada keadilan sosial

% FNU Munadissidqi, Hasbi Ali, and Yusrijal Abdar, “Implementation of the Family
Hope Program (PKH) in Providing Social Protection to the People Cot Karieng,” Jurnal Geutheé:
Penelitian Multidisiplin 6, no. 3 (2023): 262.



28

dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat.*® Konsep dasar dalam figh
siyasah adalah bahwa pemerintah tidak hanya bertugas mengatur administrasi,
tetapi juga harus menyediakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Dalam konteks ini, figh siyasah menekankan pentingnya tanggung jawab
moral dan etis pemimpin untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat,
terutama bagi mereka yang terpinggirkan.®

Salah satu prinsip utama dalam figh siyasah adalah keadilan.” Dalam
Islam, keadilan dianggap sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan untuk
menjamin hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak fakir miskin. Oleh karena
itu, kebijakan yang dibuat harus mencerminkan komitmen untuk menciptakan
keadilan sosial dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk
berpartisipasi dalam pembangunan.*

Selain itu, figh siyasah juga menekankan pentingnya konsultasi (shura)
dalam pengambilan keputusan. Pembicaraan dan dialog antara pemerintah dan
masyarakat diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif
terhadap kebutuhan rakyat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan, legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap

%9 Askana Fikriana and M. Kahfi Rezki, “Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif
Dalam Pemilu: Perspektif Figih Siyasah,” ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan
Humaniora 2, no. 1 (2023): 235-248.
“ Ibid.
*! Ahdian Syah et al., “Membangun Keadilan Sosial Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih
Siyasah,’;ZTabayyun : Journal of Islamic Studies 01, no. 01 (2023): 68-80.
Ibid.
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pemerintah dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan kepemimpinan yang

lebih demokratis dan partisipatif.

Figh siyasah memberikan ruang untuk memahami bagaimana hukum

Islam dapat diterapkan dalam konteks modern, termasuk dalam menangani

isu-isu sosial seperti kemiskinan. Pendekatan ini mendorong pemerintah untuk

merumuskan Kkebijakan yang tidak hanya memenuhi aspek hukum formal,

tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang ada

dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, figh siyasah berperan sebagai jembatan

antara norma-norma agama dan kebijakan publik.

9.

10.

Teori Keadilan Sosial

Teori keadilan sosial, yang diperkenalkan oleh John Rawls,
menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil
di dalam masyarakat.”® Dalam konteks ini, keadilan sosial mengharuskan
negara untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan,
termasuk fakir miskin. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
mencerminkan prinsip keadilan sosial dengan bertujuan untuk memastikan
bahwa hak-hak dasar bagi fakir miskin dapat terpenuhi, serta mengurangi
kesenjangan sosial.*
Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan konsep fundamental yang mencakup

hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kehidupan yang layak,

140.

* Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls,” Jurnal Konstitusi 6, no. 1 (2009):

* Ibid.
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pendidikan, dan kesehatan.” Perlindungan hak-hak fakir miskin dapat
dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menghormati dan memenuhi hak
asasi manusia. Instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia, menekankan tanggung jawab negara untuk melindungi
hak-hak ini, yang sejalan dengan tujuan undang-undang yang sedang
diteliti.*
11. Teori Pembangunan Berkelanjutan
Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya
menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian
lingkungan, dan kesejahteraan sosial.”” Dalam konteks perlindungan hak-
hak fakir miskin, pendekatan ini mendorong negara untuk tidak hanya
fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat
dari pertumbuhan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan
masyarakat, termasuk fakir miskin. Hal ini relevan untuk menganalisis
kebijakan yang diambil dalam upaya mengurangi kemiskinan.*®
12. Teori Sistem Sosial
Teori sistem sosial, yang diajukan oleh Talcott Parsons,

menjelaskan  bagaimana elemen-elemen dalam masyarakat saling

** Insan Noor Zaman Hanif Maulana Yusuf, Nazma ruhia sabila, Faraz Gilar Nuladani,
“Hak Asasi Manusia,” Jurnal Hukum & Pembangunan 19, no. 6 (2019): 519.
46 i
Ibid.
*" Emenda Tinalyta Depari, “Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Ekonomi, Sosial,
Dan Lingkungan,” Circle Archive 1, no. 5 (2024): 1-13.
48 [+
Ibid.
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berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.” Dalam konteks penelitian
ini, pemahaman tentang interaksi antara kebijakan pemerintah, lembaga
sosial, dan masyarakat akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak-hak fakir miskin. Ini
penting untuk menganalisis bagaimana berbagai aktor berkontribusi
terhadap implementasi undang-undang.®
Teori Ekonomi Mikro

Teori ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan
keputusan ekonomi yang diambil oleh rumah tangga.”* Dalam konteks
fakir miskin, akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan
pekerjaan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kondisi ekonomi
mereka. Penelitian ini akan mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor
ekonomi ini berperan dalam meningkatkan kualitas hidup fakir miskin dan
sejauh mana perlindungan hak-hak mereka dapat memengaruhi kondisi

ekonomi mereka.>?

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang relevan berfungsi sebagai dasar

untuk menyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki

* Tryana Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo,

Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Perilaku Koruptif Dalam Ranah Organisasi:Budaya Manipulatif
Organisasi Mahasiswa Intra Kampus,” Journal GEEJ 7, no. 2 (2020): 227-235.

50 1
Ibid.
°! Sefri Eka Armanda, Hari Rahmat Zuhairi, and Joni Hendra, “Pengertian , Ruang

Lingkup Mikro Ekonomi Islam”jurnal Penelitian limiah Multidisiplin, 8, no. 10 (2024): 68-75.

> 1bid.
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kebaharuan dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun

penelitian terdahulu yaitu sebagaimana yang ditulis oleh:

1. Skripsi yang ditulis oleh Geo Fadel, 2023 dengan judul Kkripsi
“Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Islam Tentang Penanganan
Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo”. Hasil dari penelitian
ini yaitu, Pertama, Penanganan Fakir Miskin menurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan
Lebang Kota Palopo adalah dengan menjalankan upaya-upaya
penanganan Fakir Miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH)
dan bantuan Sembako kepada Fakir Miskin yang ada di kelurahan
Lebang Kota Palopo. Kedua, Hukum Islam dalam menangani perkara
kemiskinan terdapat beberapa upaya, salah satunya ialah pemberian
Zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang membutuhkan,
khususnya yang ada di Kelurahan Lebang Kota Palopo.>®

2. Skripsi yang ditulis oleh Ramsia, 2022 dengan judul skripsi
“Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir
Miskin Perspektif Figh Siyasah” (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung). Hasil penelitian menunjukan bahwa: Perlindungan negara
terhadap hak-hak fakir miskin menurut Undang-Undang No 13 Tahun

2011 tentang Fakir Miskin dilakukan oleh pemerintah melalui program

%3 Geo Fadel, “Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam Tentang Penanganan Fakir
Miskin Di Kelurahan Lebang Kota Palopo” (Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).
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keluarga harapan (PKH), bantuan sosial sembako dan program KUBE
FM. Pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang fakir
miskin adalah salah satu contoh bagaimana penerapan suatu figh
siyasah atau Undang-Undang yang dibentuk demi kemaslahatan
manusia atau warga negara. Berdasarkan pandangan Figh Siyasah
dalam memberikan hak-hak fakir miskin pada Dinas Sosial Kota
Bandar Lampung belum optimal, karena masih adanya kendala dan
hambatan terutama pada bantuan PKH dan sembako pertama masalah
perubahan data yang mengakibatkan fakir miskin yang sebenarnya
layak mendapatkan haknya tidak mendapatkan, dan sebaliknya yang
sudah mampu dan seharusnya tidak berhak menerima hak atau bantuan
masih mendapatkan. Ini disebabkan informasi dan data KPM tidak
lengkap selain itu ada juga data yang tidak diperbarui, dan kurangnya
kesadaran masyarakat. Kedua sering terlambatnya pendistribusian
bantuan sembako yang seharusnya tiap bulan kadang menjadi 3 bulan
sekali. Masalah inilah yang membuat belum optimalnya penanganan
fakir miskin di kota Bandar Lampung. Mengingat adanya Undang-
Undang tersebut merupakan langkah awal untuk membantu
permasalahan fakir miskin agar mampu keluar dari zona kemiskinan

dan bisa hidup secara layak.>

> Ramsia, “Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pespektif Figh Siyasah (Studi
Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).”
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3. Skripsi yang ditulis oleh Syafira Fadila, 2022 dengan judul skripsi
“Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di
Pekanbaru Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011
Dalam Tinjauan Figih Siyasah”. Dari hasil penelitian ini adalah Dalam
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 fakir miskin memiliki berbagai
macam hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi diantara hak
fakir miskin tersebut yaitu, memperoleh pangan, sandang dan papan
yang cukup, mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, memperoleh
pendidikan agar dapat memiliki pendapatan, mendapatkan
perlindungan sosial dalam memberdayakan diri dan keluarga,
memperoleh pelayanan sosial melalui jaminan sosial dan rehabilitasi
sosial, mendapatkan derajat kehidupan layak. Dinas sosial dan
pemakaman di Pekanbaru juga sudah memberikan hak fakir miskin
yaitu, mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai), bantuan modal
untuk membuka usaha, dan sembako. Serta tenaga penanganan fakir
miskin seharusnya memiliki kualifikasi seperti, pendidikan di bidang
kesejahteraan sosial, pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial, dan
pengalaman melaksanakan pelayanan sosial. Serta Tenaga penanganan
fakir miskin dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, dan

penghargaan.®

% Syafira Fadila, “Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di
Pekanbaru Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah”
(Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).
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Berdasarkan uraian diatas ditemukan persamaan dan perbedaan yang
menjadi pertimbangan dalam penelitian ini. Persamaan pertama terletak pada
fokus tema penanganan fakir miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011, di mana semua penelitian, termasuk penelitian yang akan saya buat,
bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan negara terhadap hak-hak fakir
miskin di tingkat lokal.

Selain itu, semua penelitian merujuk pada pelaksanaan program-program
bantuan sosial yang serupa, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan
bantuan sembako, serta mengevaluasi efektivitas program-program tersebut dalam
memberikan perlindungan bagi kelompok rentan. Setiap penelitian juga
menggunakan Undang-Undang yang sama sebagai kerangka hukum, yang
menunjukkan bahwa ada landasan hukum yang konsisten dalam mengevaluasi
kebijakan perlindungan sosial serta penggunaan pendekatan figh siyasah yang
turut menganalisis hubungan antara hukum dan kebijakan tersebut. Selain itu, baik
penelitian saya maupun yang lainnya mengidentifikasi berbagai kendala dalam
implementasi program perlindungan sosial, seperti ketidakakuratan data penerima
bantuan, keterlambatan distribusi, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam aspek-aspek tertentu.
Pertama, penelitian saya berfokus pada Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok,
Kabupaten Tapanuli Selatan, yang merupakan konteks baru yang belum diangkat
oleh penelitian sebelumnya, memungkinkan identifikasi dinamika sosial yang
spesifik. Pendekatan teoritis juga menjadi perbedaan, di mana saya akan

memperdalam aplikasi teori perlindungan sosial yang lebih berfokus pada strategi
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dan program pemerintah, mengaitkannya dengan figh siyasah untuk memberikan
perspektif yang lebih holistik.

Penelitian saya juga diharapkan merinci lebih dalam tentang hak-hak dan
kewajiban fakir miskin, yang dapat memperkaya diskusi mengenai pemenuhan
atau pelanggaran hak-hak tersebut di tingkat lokal. Selain itu, analisis peran Dinas
Sosial dan interaksi mereka dengan masyarakat di Desa Pangaribuan akan
menambah dimensi baru, memberikan fokus pada tantangan dan upaya mereka
dalam memberikan bantuan.

Sehingga, penelitian saya diharapkan dapat menangkap tantangan spesifik
yang dihadapi masyarakat di Desa Pangaribuan, yang mungkin berbeda dari
tantangan di lokasi penelitian lainnya, sehingga memberikan kontribusi yang
berarti dalam memahami realitas lokal yang lebih kompleks. Dengan
memanfaatkan analisis ini, penelitian saya dapat memberikan wawasan baru
dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat miskin, dengan pendekatan

teoritis yang komprehensif dan berbasis lapangan.



BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Pangaribuan, Kecamatan
Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Desa
Pangaribuan terletak di daerah yang mempunyai karakteristik sosial dan
ekonomi yang unik, dengan populasi yang mencakup beragam latar belakang.
Dengan jumlah penduduk sekitar 654 jiwa dan sejumlah program bantuan
sosial yang telah dicanangkan oleh pemerintah, lokasi ini menjadi subjek yang
tepat untuk mengeksplorasi implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Melalui penelitian ini, diharapkan
dapat diidentifikasi tantangan dan efektivitas upaya perlindungan hak-hak
fakir miskin yang dilaksanakan di desa ini.

Waktu penelitian ini direncanakan selama enam bulan, dimulai dari
bulan Oktober 2024 hingga Maret 2025. Proses awal penelitian akan
dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, termasuk kajian literature dan
dokumen terkait yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research), yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung
di lokasi penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara nyata dan
mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Penelitian lapangan

memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan subjek penelitian,

37
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mendengarkan perspektif mereka, dan mengamati kondisi sosial, ekonomi,

serta budaya di lokasi tersebut. Karakteristik Penelitian Lapangan:

1. Observasi : Peneliti akan melakukan observasi di Desa Pangaribuan untuk
melihat secara langsung implementasi program perlindungan sosial dan
interaksi antara masyarakat dengan pihak Dinas Sosial serta pemangku
kepentingan lainnya. Observasi ini bertujuan untuk menangkap dinamika
sosial yang tidak dapat dicapai melalui data sekunder atau studi literatur
saja.

2. Wawancara: Peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai
informan, seperti pejabat Dinas Sosial, relawan, dan anggota masyarakat
yang termasuk dalam kategori fakir miskin. Melalui wawancara ini,
peneliti dapat menggali pengalaman, harapan, dan tantangan yang
dihadapi masyarakat terkait perlindungan hak-hak mereka.

3. Dokumentasi: Penelitian ini juga akan melibatkan pengumpulan dan
analisis dokumen terkait, seperti kebijakan pemerintah, laporan program,
dan data statistik yang relevan. Dokumentasi membantu dalam
memberikan konteks yang lebih luas terhadap kondisi yang ada di Desa
Pangaribuan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yang
berfokus pada analisis struktur sosial, hubungan antarindividu dan
kelompok, serta dinamika sosial dalam masyarakat. Melalui pendekatan
ini, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana hierarki sosial, norma, dan

nilai yang berlaku memengaruhi akses masyarakat terhadap program
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perlindungan sosial. Selain itu, penelitian ini akan mengamati interaksi
antara masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah
untuk memahami partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang akan diteliti adalah individu atau
kelompok yang terlibat langsung dalam konteks perlindungan hak-hak fakir
miskin di Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli
Selatan. Subjek tersebut meliputi warga masyarakat fakir miskin yang
merupakan individu dan keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomis
terbatas, yang akan memberikan informasi mengenai tantangan yang dihadapi
dalam kehidupan sehari-hari serta pengalaman mereka terkait dengan
program perlindungan sosial yang tersedia.

Selain itu, pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) juga akan menjadi subjek penting, karena mereka terlibat dalam
pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan program, sehingga
dapat memberikan wawasan tentang partisipasi masyarakat dan efektivitas
kebijakan. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan juga akan menjadi
subjek penelitian, di mana pejabat dari instansi ini akan memberikan data dan
informasi mengenai kebijakan serta prosedur yang diterapkan dalam
mendukung fakir miskin.

Sementara itu, objek penelitian dalam studi ini meliputi fenomena
atau masalah yang akan diteliti, yakni kondisi kehidupan fakir miskin di Desa

Pangaribuan. Penelitian akan fokus pada berbagai aspek kehidupan mereka,
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seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan
sosial, untuk menggambarkan secara komprehensif situasi yang dihadapi.
Implementasi program perlindungan sosial juga menjadi objek utama dalam
penelitian ini, di mana analisis akan dilakukan terhadap kebijakan dan
program bantuan yang diterapkan untuk membantu kaum miskin, serta

bagaimana program-program ini diakses dan dirasakan oleh masyarakat.

D. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan sumber data
yang terbagi kepada data primer (utama) dan data sekunder (tambahan):
1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

utama.>® Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil
wawancara dengan Kabid penanganan fakir miskin, kepala desa pangaribuan,
15 orang fakir miskin dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Perlindungan Negara Terhadap Fakir Miskin.
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu
dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun
yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan kata lain,
data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang

diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.>” Sumber

% Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), him. 62.
*"1bid.
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data sekunder ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, pendapat para ahli,
literatur, berita, dan sumber lain yang berkaitan dengan perlindungan Negara
terhadap hak-hak fakir miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk
mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara:
1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan
sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada
pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut dilakukan secara langsung
dengan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan.®® Merupakan metode
salah satu macam dalam pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan
dilapangan secara langsung disebut dengan observasi. Dengan
mendokumentasikan secara cermat gejala-gejala yang diteliti, teknik observasi
digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti disini terjun ke masyarakat dan
memperhatikan lingkungan masyarakat dengan mengamati bagaimana
penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir
miskin. Apakah sudah sesuai dari undang-undang nomor 13 tahun 2011

tersebut terhadap penanganan fakir miskin

%8 J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, him. 216.
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2. Wawancara
Wawancara yaitu suatu bentuk percakapan yang dilakukan seseorang
untuk mendapatkan sebuah informasi yang ingin didapat dalam sebuah
pertanyaan kepada seseorang yang dianggap mengetahui suatu informasi yang
penting.>® Peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai informan,
seperti pejabat Dinas Sosial, relawan, dan 15 anggota masyarakat yang
termasuk dalam kategori fakir miskin. Melalui wawancara ini, peneliti dapat
menggali pengalaman, harapan, dan tantangan yang dihadapi masyarakat
terkait perlindungan hak-hak mereka.
3. Dokumentasi
Penelitian ini juga akan melibatkan pengumpulan dan analisis
dokumen terkait, seperti kebijakan pemerintah, laporan program, dan data
statistik yang relevan.®® Dokumentasi membantu dalam memberikan konteks
yang lebih luas terhadap kondisi yang ada di Desa Pangaribuan.®
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data
Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat diterima sebagai
valid jika terdapat perbedaan antara laporan peneliti dengan kejadian
sebenarnya pada objek penelitian yang diteliti. Penelitian kualitatif
menggunakan kriteria bahwa hasil penelitian harus memenuhi empat kriteria,

yaitu credibility, transfermability, dependability, dan confirmability. Keempat

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Sinar
Grafika, 2008), him. 231.

% M Nafisatur, “Metode Pengumpulan Data Penelitian,” Metode Pengumpulan Data
Penelitian 3, no. 5 (2024): 5423-5443.

*! Ihid.
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kriteria itu memenuhi standar disciplined inquiry, yaitu: truth value,
applicanility, consustency, dan neutrality.

Kriteria kredibilitas adalah kelengkapan data. Data yang dikumpulkan
harus mengandung nilai riil. Hasil penelitian harus dipercaya oleh pembaca
yang Kritis dan diterima oleh orang yang menyediakan data yang dikumpulkan
(responden) saat proses informasi. Agar hasil penelitian memperoleh

kredibilitas yang tinggi,maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Triangulation atau melihat masalah dari perspektif yang berbeda, berarti
memverifikasi temuan dengan sumber data yang berbeda dan metode
pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi
dimanfaatkan sebagai teknik penjamin keabsahan data yang peneliti temui
dari hasil wawancara dan juga observasi ke lapangan.®? Penelitian ini akan
mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan
dalam rangka mengumpulkan perspektif yang berbeda. Sumber data
primer, seperti wawancara dengan Kabid Penanganan Fakir Miskin,
Kepala Desa, dan masyarakat fakir miskin, memberikan pandangan yang
bervariasi mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh kaum
miskin. Dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai
pihak, peneliti dapat mengidentifikasi konsistensi dan perbedaan dalam
pandangan mereka

2. Negative Case Analisis merupakan prosedur analisis yang digunakan oleh

peneliti untuk menghaluskan kesimpulan-kesimpulan sampai diperoleh

%2 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, him. 91.
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kepastian bahwa kesimpulan-kesimpulan itu berlaku untuk semua kasus
tanpa terkecuali.®® Dalam penelitian ini, Negative Case Analysis akan
digunakan untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan
realitas di lapangan secara akurat. Proses ini dimulai dengan
mengidentifikasi kasus-kasus yang tidak sesuai atau bertentangan dengan
temuan umum dari wawancara dan observasi. Misalnya, jika sebagian
besar masyarakat fakir miskin melaporkan kesulitan mengakses program
perlindungan sosial, tetapi ada beberapa individu yang merasakan manfaat,
kasus tersebut akan dicatat sebagai kasus negatif. Setelah mengidentifikasi
kasus negatif, peneliti akan melakukan analisis lebih lanjut untuk
memahami latar belakang dan konteks perbedaan tersebut. Ini bisa
melibatkan wawancara tambahan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang
memungkinkan mereka mendapatkan manfaat, seperti dukungan keluarga
atau akses informasi. Selanjutnya, peneliti akan merevisi kesimpulan awal
untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut berlaku secara luas,

mencakup semua pengalaman dari populasi yang diteliti.

%3 5 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), him. 158.
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G. Teknik Analisis Data
Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini
yaitu deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berfungsi untuk
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui

data atau sampel yang telah terkumpul.®

sebagaimana adanya tanpa melakukan
analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dengan
mengidentifikasikan poin-poin penting yang berkaitan dengan perlindungan
negara terhadap hak-hak fakir miskin dalam undang-undang nomor 13 tahun
2011 tentang perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin dan

mengakategorikan informasi yang relevan terkait dengan perlindungan negara

terhadaphak-hakfakirmiskin.

® Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek (Jakarta: Bumi
Aksara, 2013), him. 80.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Pangaribuan
1. Profil Desa Pangaribuan

Desa Pangaribuan, terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten
Tapanuli Selatan, memiliki luas wilayah sekitar 15.000 hektar. Mayoritas
penduduknya adalah petani, yang bergantung pada hasil pertanian untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Komoditas pertanian yang dihasilkan,
seperti padi dan sayuran, menjadi penopang ekonomi masyarakat.®

Berdasarkan data demografis terkini, jumlah penduduk di Desa
Pangaribuan terdiri dari 360 laki-laki dan 294 perempuan, sehingga total
populasi mencapai 654 jiwa dan jumlah fakir miskin 70 orang. Meskipun
jumlah penduduk tidak terlalu besar, variabilitas gender dan jumlah penduduk
ini memberikan gambaran penting tentang komposisi sosial di desa tersebut.

Desa ini terdiri dari sekitar 151 kepala keluarga (KK), yang
mencerminkan susunan rumah tangga yang ada. Dengan jumlah kepala
keluarga yang relatif kecil, kolaborasi dan interaksi antarwarga desa dapat
berjalan lebih erat, yang berpotensi memfasilitasi program-program
komunitas dan inisiatif sosial.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pangaribuan menunjukkan adanya

ketimpangan. Beberapa warga mampu menjalani hidup lebih baik, sementara

% Wawancara dengan sekretaris Desa Ibu Susi Rahmadani, 6 Februari 2025, pukul 14:00

WIB.

46



47

banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Rendahnya pendapatan
mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan,
pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini menimbulkan tantangan yang
mendalam bagi masyarakat desa.®

Akses terhadap pendidikan di Desa Pangaribuan menjadi isu yang
sangat penting. Meskipun terdapat sekolah dasar dan menengah, banyak
anak-anak di desa ini yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi. Faktor ekonomi sering kali menjadi penghalang, di mana orang
tua tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Akibatnya,
banyak anak yang putus sekolah dan tidak mendapatkan pendidikan yang
memadai.

Fasilitas kesehatan di desa ini juga tergolong terbatas. Meskipun ada
puskesmas yang memberikan layanan dasar, akses terhadap layanan
kesehatan yang lebih baik sering kali sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan
tingginya angka penyakit dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, yang
berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Infrastruktur di Desa Pangaribuan, termasuk jalan dan jembatan, perlu
diperbaiki. Keterbatasan infrastruktur mempengaruhi mobilitas masyarakat
dan akses mereka terhadap pasar serta layanan publik. Pada musim hujan,
jalan sering kali sulit dilalui, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi
penduduk desa. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang baik sangat

penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

% Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Penri Harahap,6 Februari 2025, pukul 14:30

WIB.
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Kondisi demografi ini, ditambah dengan luas daerah yang ada,
menunjukkan bahwa Desa Pangaribuan tidak hanya memiliki tantangan
dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga peluang dalam
pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan penduduknya.
Upaya untuk memberdayakan masyarakat, terutama pada keluarga-keluarga
yang rentan, sangat penting dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi
di desa ini.

2. Visi dan Misi Desa Pangaribuan

Visi misi Desa Pangaribuan yaitu “mewujudkan Desa Pangaribuan
yang sehat dan sejahtera serta pengembangan kualitas sumber daya manusia
dan sumber daya alam secara berkelanjutan”.

3. Struktur Organisasi Desa Pangaribuan

Stuktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang
menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam
memberikan kewenangan dan tanggung jawab dari setiap yang ada dalam
satu organisasi atau instansi pemerintah.®” Dengan adanya stuktur organisasi
dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam
pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif, dan efisien. Berikut struktur

organisasi Desa Pangaribuan.

%" Arief Nur Hakim et al., “Peran Struktur Organisasi Terhadap Produktivitas Perusahaan
Pada CV. Kreasi Mandiri,” Jurnal Peradaban Masyarakat 2, no. 2 (2022): 69-72.
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STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
DESA PANGARIBUAN KECAMATAN SIPIROK
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

1. Ahmad Rudianto PENRI HARAHAP
Hrp

Ramli Harahap
igrr:wV;?tISiregar Kepala Desa
Anharuddin hrp Susi Rahmadani

Darwin Harahap Simamora

Cfrindi Haranhan

No gk wnN

k is D
BPD Se rete1r|s esa

Maralohot
Harahap

Kaur Keuangan

Indra Mulyadi Alim Harahap Noris Saputra
Harahap Rambe
Kasi Pemerintahan Kaur Umum & Perencanaan

Kaur Kemasyarakatan

' I
Erwin Harahap Tohong Ernawati
Parsabaran Siregar
Kepala Kampung Kepala liampung Kepala Kampung
Gadu Pangaribuan Sialang

B. Temuan khusus
1. Perlindungan Negara terhadap Pemenuhan Hak-Hak Fakir Miskin
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin
Dari delapan bentuk penanganan fakir miskin yang tercantum
dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin tersebut, pelaksanaannya di daerah dapat dilihat pada

pemaparan data berikut:
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a. Pengembangan Potensi Diri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin, khususnya Pasal 7 huruf a angka
1, pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan
pengembangan potensi diri bagi fakir miskin. Hal ini bertujuan
agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya.

bantuan yang diterima oleh warga Desa Pangaribuan
merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para
penerima program, diperoleh informasi mengenai 7 orang yang
telah mengikuti kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan
keterampilan masyarakat. Salah satu Siti Mariam Harahap yang
mengikuti Pelatihan Menjahit yang dilaksanakan pada tanggal 15—
19 Januari 2018 di Balai Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok,
Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam wawancara, ibu Siti
menyampaikan bahwa dirinya menerima pelatihan dasar
keterampilan menjahit, seperti membuat pola, menjahit lurus,
sekarang ibu siti Mariam harahap tidak melanjutkan keahlian
menjahitnya.®®

Sementara itu, ada 12 orang yang mendapat Pelatihan

Budidaya Penanaman Kopi salah satunya Kardi Simanjuntak

%8 Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pangaribuan ibu Siti Mariam Harahap, 7 Maret
2025, Pukul 11:12 WIB
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mengikuti Pelatihan Budidaya Penanaman Kopi yang dilaksanakan
pada tanggal 10-14 Maret 2020 di lahan pelatihan milik kelompok
tani di Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli
Selatan. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa selain
mendapatkan pelatihan teknis tentang pemilihan bibit, penanaman,
dan pemeliharaan tanaman kopi, Kardi juga menerima bantuan
berupa 500 bibit kopi dan 50 kg pupuk organik sebagai dukungan
pasca pelatihan. Dalam Pelatihan Budidaya Penanaman Kopi 12
orang itu mempunyai kebun kopi.*®

Program ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya
pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat melalui
peningkatan keterampilan praktis di bidang Kkerajinan dan
pertanian. Berdasarkan kesaksian para peserta, pelatihan dilakukan
secara langsung dengan metode praktik lapangan, sehingga peserta
dapat segera menerapkan ilmu yang diperoleh. Tujuan utama dari
kegiatan ini adalah untuk mendukung kemandirian ekonomi
masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu dan pemberian
sarana produksi. Program ini menunjukkan perhatian nyata
terhadap pengembangan potensi lokal dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercermin dari testimoni

para penerima manfaat.

% Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pangaribuan Bapak Kardi, 7 Maret 2025, Pukul

13:12 WIB
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b. Pemberian Bantuan Pangan dan Sandang

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Penanganan  Fakir  Miskin,  pemerintah
menyelenggarakan perlindungan terhadap fakir miskin dalam
berbagai bentuk, seperti bantuan pangan dan sandang, pelayanan
sosial, serta bantuan lainnya. Dalam hal ini, bantuan yang diterima
oleh warga Desa Pangaribuan merupakan wujud dari pelaksanaan
kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para
penerima manfaat, diketahui bahwa bantuan sosial telah disalurkan
kepada masyarakat pada periode Januari hingga April 2025. Pada
tanggal 10 Januari 2025,15 orang yang mendapat bantuan tersebut
salah satunya ibu Elvi menerima bantuan berupa sembako di
Kantor Pos Sipirok. Bantuan tersebut terdiri dari 10 kg beras, 20
butir telur, 2 kg gula, dan 1liter minyak goreng. Bantuan ini
diberikan secara rutin setiap tiga bulan sekali dan disalurkan
langsung oleh Porang Pane, seorang petugas dari Dinas Sosial
Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditugaskan di wilayah Sipirok.
Dalam wawancara, Elvi menyampaikan bahwa bantuan ini sangat
membantu dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari,

terutama dalam kondisi ekonomi yang terbatas.”

70 Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pangaribuan ibu Elvi, 9 Maret 2025, Pukul 14:16
wiB
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Selanjutnya adapun bantuan langsung tunai (BLT) ada 10
orang yang menerima. Pada tanggal 25 April 2025, Marni
menerima bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp600.000,
yang juga diberikan setiap tiga bulan. Penyaluran dilakukan di
Kantor Kepala Desa setempat oleh Penri Harahap, yang merupakan
Kepala Desa Pangaribuan. Berdasarkan keterangan Marni dalam
wawancara, bantuan tersebut sangat berarti bagi pemenuhan
kebutuhan rumah tangganya, terutama untuk belanja harian dan
kebutuhan kesehatan anak.”

Secara keseluruhan, program bantuan ini menunjukkan
adanya kepedulian dari instansi pemerintah dalam memberikan
bantuan nyata kepada masyarakat kurang mampu. Penyaluran
bantuan dilakukan secara langsung dan terjadwal di lokasi yang
mudah dijangkau seperti kantor pos dan kantor desa. Wawancara
dengan penerima menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh
Porang Pane dan Penri Harahap memberikan dampak positif
terhadap keberlangsungan hidup rumah tangga mereka, meskipun
cakupan bantuannya masih bersifat terbatas dan berskala dalam

waktu tertentu.

™t Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pangaribuan ibu Marni, 9 Maret 2025, Pukul

16:30 WIB
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c. Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Penyediaan pelayanan kesehatan merupakan salah satu
aspek fundamental dalam wupaya penanganan fakir miskin
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka 1 poin d Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011. Pemaparan berikut menyajikan data
penerima program pelayanan kesehatan:

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para
penerima manfaat, diketahui bahwa pada tanggal 5 April 2025 telah
dilaksanakan kegiatan pelayanan bantuan kesehatan dan gizi di
Posyandu yang berlokasi di Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok.
9 penerima bantuan tercatat menerima layanan berbeda namun
masih dalam satu rangkaian kegiatan. Salah satunya lbu Mutiara
Harahap menerima bantuan berupa satu kotak susu Lactamil dan
satu kotak biskuit PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Bantuan
tersebut diberikan oleh Bidan Aysah, yang merupakan tenaga
kesehatan yang bertugas di posyandu tersebut. Kegiatanya
dilakukan 1 kali dalam sebulan. wawancara, Ibu Mutiara
menyampaikan bahwa bantuan ini sangat membantu memenubhi
kebutuhan gizi selama masa kehamilan dan merupakan bagian dari

perhatian terhadap kesehatan ibu dan janin.”

"2 Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pangaribuan ibu Mutiara Harahap, 13 Maret
2025, Pukul 11:12 WIB
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Pada hari yang sama, ada juga balita yang jumlahnya 4
salah satunya Azka Pasaribu, seorang balita yang juga hadir di
posyandu, mendapatkan pelayanan berupa suntik vaksin,
pemberian obat, dan vitamin. Semua layanan kesehatan tersebut
diberikan oleh Bidan Aysah sebagai bagian dari program imunisasi
dan pemantauan tumbuh kembang anak. Meski jumlah bantuan
tidak dicantumkan secara kuantitatif, informasi yang diperoleh
menunjukkan bahwa jenis bantuannya bersifat pelayanan langsung,
bukan barang yang dapat diukur dengan satuan tertentu.
Kegiatanya dilakukan 1 kali dalam sebulan.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa posyandu memiliki peran
penting dalam memberikan akses layanan kesehatan ibu dan anak
di tingkat desa. Dengan bantuan langsung dari tenaga kesehatan
seperti Bidan Aysah, masyarakat dapat menerima edukasi dan
dukungan gizi serta imunisasi secara terjadwal. Hasil wawancara
membuktikan bahwa bantuan ini tidak hanya memberikan manfaat
secara fisik, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya perawatan kesehatan sejak dini.

. Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, salah satu bentuk
penanganan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau lembaga

sosial adalah penyediaan pelayanan pendidikan. Hal ini bertujuan
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untuk menjamin bahwa anak-anak dari keluarga fakir miskin tetap
memperoleh akses pendidikan yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para
penerima manfaat, diketahui bahwa pada awal tahun 2025 telah
dilaksanakan penyaluran bantuan dana pendidikan dari lembaga
sosial Yakesma (Yayasan Kesejahteraan Madani) kepada siswa-
siswi dari berbagai jenjang sekolah di wilayah Sipirok. Bantuan ini
diberikan secara langsung di sekolah masing-masing oleh
perwakilan dari Yakesma. Jumlah yang mendapat anak SD 5 orang,
SMP 3 orang dan SMA 7 orang.

Pada tanggal 24 Januari 2025, Andi Siregar, siswa dari
SDN No0.101224, menerima bantuan berupa uang tunai sebesar
Rp300.000 per tahun. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh
Ibu Siska dari Yakesma di lingkungan sekolah. Dalam wawancara,
Andi dan orang tuanya mengungkapkan bahwa dana tersebut akan
digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti buku dan
alat tulis.

Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 2025, Ulya Harahap,
siswi dari SMP Negeri 7, juga menerima bantuan dana pendidikan
sebesar Rp500.000 per tahun yang diserahkan langsung oleh Ibu
Miftah dari Yakesma. Bantuan ini sangat membantu Ulya dalam
memenuhi kebutuhan biaya sekolah sehari-hari, terutama dalam

membeli seragam dan kebutuhan belajar lainnya.
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Kemudian, pada tanggal 20 Maret 2025, Nabila Siregar,
siswi dari SMA Negeri Sipirok, mendapatkan bantuan pendidikan
dengan jumlah yang lebih besar, yakni sebesar Rp750.000 per
tahun. Dana ini diserahkan secara langsung oleh lbu Yessy dari
Yakesma di sekolah tempat Nabila belajar. Dalam wawancara,
Nabila menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat
untuk mendukung kelanjutan studinya, terutama dalam menghadapi
kebutuhan sekolah yang semakin kompleks di jenjang SMA.

Program  bantuan pendidikan dari Yakesma ini
menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung akses pendidikan
yang lebih merata, terutama bagi siswa-siswi dari keluarga yang
membutuhkan. Pelaksanaan penyaluran yang dilakukan langsung di
sekolah oleh para perwakilan lembaga memberi kemudahan serta
memastikan bantuan tepat sasaran. Dari hasil wawancara, para
penerima merasa sangat terbantu dan berharap program ini dapat
terus berlanjut agar semakin banyak siswa yang mendapatkan

manfaat serupa.

2. Tantangan Dan Hambatan Dinas Sosial Dalam Memenuhi Hak-Hak

Fakir Miskin Di Desa Pangaribuan Tapanuli Selatan

Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak-hak
fakir miskin, namun dalam pelaksanaannya di Desa Pangaribuan, Tapanuli
Selatan, terdapat berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu

tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran
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maupun tenaga kerja yang memadai untuk menjangkau seluruh warga
fakir miskin secara optimal.
a) Keterbatasan Anggaran

Dinas Sosial juga menghadapi kendala dalam pemberdayaan
ekonomi fakir miskin. Keterbatasan modal usaha dan akses ke lembaga
keuangan formal membuat usaha mikro dan kecil yang dijalankan fakir
miskin sulit berkembang, seperti yang dialami di beberapa desa di
Tapanuli Selatan, termasuk Pangaribuan.”

Dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk
menjangkau seluruh masyarakat miskin.dan alokasi anggaran yang
tidak merata antar wilayah menyebabkan ketimpangan layanan.
Keterbatasan anggaran menyebabkan program-program sosial yang
dirancang Dinas Sosial seringkali tidak berjalan maksimal. Bantuan
yang diberikan terkadang hanya bersifat sementara dan belum
menyentuh akar permasalahan kemiskinan yang lebih struktural,
sehingga fakir miskin masih sulit keluar dari kondisi ketergantungan

bantuan.

b) Data Kemiskinan yang Tidak Akurat

Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) sering kali tidak mutakhir atau tidak valid. Banyak

® Wawancara Dengan Kabid PenagananFakir Miskin Ibu Afnita ,6 Maret 2025, pukul
11:28 WIB.



d)

59

warga miskin yang tidak terdaftar atau justru warga mampu yang
masuk dalam daftar penerima bantuan. Permasalahan data yang tidak
akurat dan update menjadi tantangan lain. Data fakir miskin yang tidak
valid menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran, sehingga ada
masyarakat yang berhak tidak mendapatkan bantuan, sementara yang

tidak berhak justru menerima bantuan.

Kurangnya Sumber Daya Manusia

Tenaga kerja sosial yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun
kompetensi. Dan kelelahan birokrasi dan beban kerja yang tinggi juga
memengaruhi efektivitas pelayanan. Selain itu kurangnya pelatihan dan
pendampingan yang berkelanjutan juga menjadi hambatan dalam
meningkatkan kapasitas fakir miskin agar mampu mandiri secara
ekonomi. Program-program pemberdayaan yang ada seringkali hanya
bersifat insidental tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang
memadai.
Tantangan Geografis

Daerah terpencil dan sulit dijangkau membuat distribusi bantuan
tidak merata dan infrastruktur transportasi yang buruk sehingga
memperlambat penyaluran bantuan. Hambatan geografis dan
infrastruktur di Desa Pangaribuan juga menjadi kendala signifikan.
Kondisi jalan yang kurang memadai dan akses transportasi yang

terbatas menyulitkan petugas Dinas Sosial untuk melakukan pendataan



60

dan pendampingan secara rutin kepada masyarakat miskin di wilayah
tersebut.”

e) Tidak adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dari
kelompok masyarakat atau komunitas yang telah dibantu dan
diberdayakan oleh Dinas Sosial, sehingga bantuan yang di berikan oleh
Dinas Sosial hanya bersifat memberikan bantuan tanpa adanya usaha
untuk meningkatkan komunitas tersebut agar benar-benar menjalankan
program pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan kesjahteraan
kelompoknya. Dengan kata lain, pemberian bantuan yang di
laksanakan oleh Dinas Sosial hanya bersifat penyaluran bantuan tanpa
adanya pertanggung jawaban secara tertulis atau bukti pelaksanaan
program kegiatan dari kelompok usaha yang mendapatkan bantuan
pemberdayaan tersebut, sehingga dana bantuan yang di berikan tidak

dipergunakan sesuai dengan tujuan semula.

Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan yang dihadapi
Dinas Sosial di Desa Pangaribuan mencerminkan kompleksitas
penanganan kemiskinan yang memerlukan pendekatan multisektoral,
peningkatan kapasitas sumber daya, serta penguatan koordinasi antar
pemangku kepentingan agar hak-hak fakir miskin dapat terpenuhi

secara efektif dan berkelanjutan.

7 Wawancara Dengan Kabid PenagananFakir Miskin Ibu Ratnawati ,6 Maret 2025,

pukul 09:28 WIB.
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3. Tinjauan Figh Siyasah terhadap Perlindungan Negara dalam
Pemenuhan Hak-Hak Fakir Miskin berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Tinjauan figh siyasah terhadap perlindungan negara dalam
pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan perspektif
yang menarik dan mendalam mengenai tanggung jawab negara terhadap
masyarakat. Figh siyasah, yang merupakan salah satu cabang ilmu dalam
Islam, memfokuskan perhatian pada pengaturan dan manajemen
pemerintahan serta hubungan antara negara dan rakyat. Dalam konteks ini,
perlindungan hak-hak fakir miskin menjadi bagian penting dari kebijakan
publik yang harus diatur dengan baik.

Pertama-tama, figh siyasah mengakui bahwa negara memiliki
tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk
mereka yang tergolong dalam kategori fakir miskin. Kehadiran Undang-
Undang No. 13 Tahun 2011 adalah bentuk konkret dari penerapan prinsip
ini, di mana negara diharapkan mengambil langkah-langkah yang lebih
sistematis untuk menanggulangi kemiskinan. Prinsip keadilan sosial dalam
figh siyasah mendorong negara untuk menciptakan kebijakan yang adil
dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.

Seperti dalam firman Allah Sw

palall 225 V) Bl ey
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Artinya:” Dan tiada kami mengutus kamu, melainkan untuk

(menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya:107).”

Salah satu prinsip utama dalam figh siyasah adalah tanggung
jawab pemimpin terhadap rakyatnya.” Adapun hadis tentang tanggung

jawab pemimpin kepada rakyatnya yaitu:

O st a&yep 15 ALK ) 1 OB sy e i) e ol (0 Laghle i (pny g (o ) 3 8
Sk AT Jal e 1 080N Ao ) (8 Jsiua b g1 el o (o) ua¥d ¢ 4D G
i B o) By (aeie O

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi
shallallahu "alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan
setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Pemimpin atas manusia adalah pemimpin dan akan diminta
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah
pemimpin atas keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas
mereka. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah tangganya."

Dalam konteks Undang-Undang ini, pemimpin negara, baik di level
pusat maupun daerah, diharapkan bisa berdiri sebagai pelindung hak-hak
masyarakat miskin. Hal ini mencakup pengembangan program-program
sosial yang mendukung peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan
kesehatan bagi fakir miskin. Dalam pandangan Islam, tindakan ini bukan

hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan amanah yang harus

dipenuhi oleh setiap pemimpin.

> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta :
2024), him. 7

’® Askana Fikriana and M. Kahfi Rezki, “Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif
Dalam Pemilu: Perspektif Figih Siyasah.”
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Figh siyasah juga menekankan konsep musyawarah (Syura) sebagai
bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pengambilan
kebijakan publik yang terkait dengan penanganan fakir miskin, diperlukan
melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, negara dapat menciptakan
kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di
lapangan. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 dapat
dilihat sebagai langkah yang mendorong partisipasi masyarakat dalam
penanganan kemiskinan.

Selanjutnya, dalam figh siyasah, terdapat pula prinsip penting
mengenai keadilan distribusi sumber daya. Negara perlu memastikan bahwa
sumber daya nasional dialokasikan secara adil, sehingga semua elemen
masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses yang
setara terhadap layanan dasar. Di dalam undang-undang ini, berbagai program
bantuan bagi fakir miskin dirancang untuk mengurangi disparitas sosial dan
ekonomi, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam figh.

Implementasi dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 dalam
perlindungan hak-hak fakir miskin juga diperkuat oleh pengawasan yang
efektif. Figh siyasah mendorong adanya akuntabilitas dalam pemerintahan.”
Dengan adanya transparansi dan mekanisme pengawasan yang baik, maka

pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dapat dilakukan. Ini

" Fitri Rahma Yani, Muhammad Pryambudi, and Sherly Syafira, “Pemberantasan
Korupsi Menurut Figh Siyasah,” Journal Sains Student Research 1, no. 2 (2023): 1051-1060.
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penting, agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan digunakan
sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dalam tinjauan figh siyasah, pemenuhan hak-hak fakir miskin juga
dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan yang
holistik. Negara tidak hanya fokus pada pemberian bantuan finansial semata,
tetapi juga pada pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.
Program-program yang tidak hanya memberikan bantuan tetapi juga pelatihan
dan pengembangan keterampilan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat
miskin untuk dapat mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah
Muslim, figh siyasah menjadi acuan penting dalam menentukan kebijakan
publik. Penanganan fakir miskin dengan mengacu pada nilai-nilai Islam akan
menciptakan legitimasi bagi pemerintah untuk mendorong Kketerlibatan
masyarakat dalam program-program sosial.” Dengan sinergi antara nilai-nilai
agama dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, diharapkan pemenuhan

hak-hak fakir miskin dapat terwujud secara lebih efektif.

Selanjutnya, figh siyasah juga memberikan perhatian pada pentingnya
reformasi birokrasi dalam pengelolaan program perlindungan sosial.
Sistem yang efisien dan terintegrasi akan mendukung pencapaian tujuan
dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2011. Di sinilah peran penting

teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi program-

"8 Yulianti Yulianti et al., “Potret Filantropi Islam Terbesar Di Indonesia,” Jurnal limu
Sosial Indonesia (JISI) 3, no. 1 (2022): 36-45.
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program yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan. Dari sudut
pandang figh, penting untuk menekankan keseimbangan. Tasharruful
Imam ‘Ala Al-Ra’yyah Manutun Bi Al-Maslahah (&1 & ala¥) Gl
MU LJ:'V‘). Tasharruful imam ‘ala al ra'iyyah manutun bi al malahat
yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya
bergantung pada kemaslahatan, maka ada dua kata yang tidak hanya
memerikan makna secara retorik saja, tetapi dua kata yang sekaligus
memberikan gambaran dan batasan serta suatu konsep yang dimaksud.”
Dua kata tersebut adalah tasharruful imam (kebijakan dari seorang
pemimpin) dan al maslahat (kemaslahatan). Maka dalam hal ini akan lebih
banyak mengkaji tentang bagaimana konsep kemaslahatan yang akan
dijadikan sebagai landasan tehadap pembuatan suatu kebijakan.

Dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang
pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin. Perlu diketahui
makna dari kaidah tersebut, kaidah yang berbunyi tasharruful imam ‘ala al
ra'iyyati manuutun bi al maslahat mempunyai pengertian retorik
(harfiyyah) kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung
pada maslahat. Lebih jauh dari sekedar pengetian retorik tersebut, maka
ada pengertian yang lebih luas adalah segala aspek kehidupan yang
meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu
harus ditetapkan dengan mekanisme  musyawarah. Hal ini

sebagai terjemahan dari pernyataan kaidah tesebut yang menekankan pada

" https://pasaronlineforall .blogspot.com/2010/11 /tasharruful-imam-ala-al-raiyyah -
manutun.html?m=1
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aspek kemaslahatan, karena metode musyawarah adalah salah satu bentu
yang riil untuk mencapai dan medapatkan suatu kemaslahatan untuk
bersama. Hal ini yang juga ditekankan dalam firman Allah QS. As Syura

ayat 38 yang berbunyi;

AT Laay 260 (50 9 A Jals 85U 1 5815 26300 1 Al Gl

& 55

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka

menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.®

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus
mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan mengikuti keinginan

hawa nafsunya, atau keinginginan keluarganya atau kelompoknya.

Menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan
pemimpin atau penyelenggara pemerintahan bergantung pada implikasnya
terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan
rakyat maka dianggap benar oleh Syariat. Sebaliknya, jika kebijakan
tersebut berdampak mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi

Syariat. Sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan karena

% Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta :
2024), him. 5
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seorang pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil

rakyat yang sebagai pimpinannya.®

Salah satu kaidah figh yang sangat populer dikalangan umat Islam

mengatakan:

a) Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan
kemaslahatan
b) Posisi pemimpin terhadap rakyatnya sama dengan posisi pengasuh

anak yatim terhadap anak yatim asuhannya.

Kaidah tersebut mengacu kepada pernyataan Sayyidina Umar Bin
Khathab Ra yang diriwayatkan oleh Sa*“id bin Manshur; yang artinya “aku
memosisikan diriku dari harta Allah (harta publik) layaknya pengasuhan
anak yatim (dari harta anak yatim). Jika aku membutuhkannya maka aku
mengambil sekedarnya. Jika kemudian aku punya maka aku
mengembalikannya. Dan andai aku tak membutuhkannya maka aku

menahan diri (dari mengambilnya).®

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks serta
multidimensi. Menghadapi persoalan sosial yang akut ini, Al-Qur’an
menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan kaum fakir dan miskin

sebagai berikut:

81 Afifuddin Muhajir, Figih Tata Negara, (Yogyakarta: IRCSod, 2017), him. 91
8 |bid, him. 92-93
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a) Prinsip taawtn, yakni prinsip kerjasama dan sinergi di antara berbagai
pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan
berbagai kelompok masyarakat secara umum.

b) Prinsip sytra, yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan
pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pemberdayaan kaum fakir
dan miskin dalam satu program kepeduliaan terhadap masalah
kemiskinan  dengan  mengidentifikasi masalah-masalah  yang
menyebabkan kemiskinan serta merumuskan langkah-langkah
penanggulangan yang berkesinambungan. Sebagaimana yang
dijelaskan sebelumnya bahwa Islam menjelaskan bahwa orang miskin
merupakan pihak yang berhak dibantu. Islam dengan menggunakan
mekanisme pendistribusian yang adil dan mendorong agar pihak yang
memiliki kelebihan harta dapat membantu pihak yang kekurangan

harta untuk meningkatkan kesejahteraannya.®

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mensejahterakan

fakir miskin diantaranya:

1) Tidak boleh memberikan sumbangan secara pribadi. Yakni si pemberi
langsung memberikan shadagahnya kepada orang fakir. Sebaiknya
dalam memberikan sumbangannya, ia menggunakan perantara baik

menggunakan lembaga sosial ataupun lembaga kemasyarakatan yang

8 Fauzi Arif Lubis, Tansiqg, “Miskin Menurut Pandangan Al-Qur’an, Jurnal Ilmu Hukum,
Vol. 1, No. 1, (Januari — Juni 2018), him. 75
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mengetahui dengan pasti kondisi orang-orang fakir tersebut, dengan
meneliti kondisi mereka, dan peneliti tersebut berupaya agar bias
memperbaiki kondisi kehidupan orang fakir tersebut. Oleh sebab itu
infagq yang diberikan harus diserahkan kepada lembaga penyalur harta
infaq.

Haram meminta-minta dan mengemis di jalan-jalan. Karena pengemis
jalanan belum tentu orang fakir dan jika ia fakir, maka lembaga yang
menangani kemiskinan tidak akan serta merta mengadopsi mereka.
Tetapi jika ia benar-benar tidak mempunyai pekerjaan yang layak dan
ketidakmampuannya mencari nafkah. Maka wajib bagi umat untuk
menolongnya. Dalam hal ini lembaga yang menangani kemiskinan

lebih mengetahui tentang masalah ini.

Pandangan ini mengharuskan kepada orang-orang Yyang
menangani masalah kemiskinan untuk tidak mencukupkan diri dengan
memberikan harta kepada orang fakir, sebagai jalan untuk
mengentaskan kefakiran mereka. Tetapi mereka harus mencari akar
permasalahannya, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat
terwujud. Karena itu, jika kemiskinan seseorang disebabkan karena ia
tidak mempunyai pekerjaan padahal ia mampu bekerja. Maka
hendaknya ia dibantu untuk mendapatkan pekerjaannya. Jika penyebab
kemiskinannya adalah sakit maka dibantu untuk mengobati
penyakitnnya. Jika kemiskinannya disebabkan karena ketagihan

narkotik atau kebiasaan-kebiasaan jelek lainnya, maka dicari solusi
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yang tepat baginya. Disamping itu kita juga harus memperhatikan
kondisi anak-anak mereka, sehingga tidak muncul generasi miskin

dimasa depan.®*

4. Keterbatasan Penelitian
Dalam menjalankan penelitian mengenai perlindungan hak-hak
fakir miskin di Desa Pangaribuan, terdapat beberapa keterbatasan yang
perlu dicatat. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi interpretasi hasil dan
generalisasi temuan. Berikut adalah beberapa poin yang menjadi
keterbatasan dalam penelitian ini:
1. Ruang Lingkup Terbatas
Penelitian ini hanya berfokus pada satu desa, yaitu Desa
Pangaribuan, serta tidak mencakup desa-desa lain di Kabupaten
Tapanuli  Selatan. Hal ini membatasi kemampuan untuk
menggeneralisasi temuan ke daerah lain yang mungkin memiliki
konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda.
2. Metode Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang bersifat
kualitatif. Meskipun wawancara dapat memberikan informasi yang
mendalam, hasilnya tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif.
Sebagian responden mungkin juga menyampaikan informasi yang bias

atau tidak akurat, yang dapat mempengaruhi validitas data.

8 Abd Al-,,Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, Hukum-Hukum Dari Al-Qur"an dan
Hadis Secara Etimologi Sosialdan Syari ‘at, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), him. 462.
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3. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya
Waktu yang terbatas untuk melakukan penelitian dapat
mengakibatkan kurangnya kedalaman dalam pengumpulan data. Selain
itu, keterbatasan sumber daya, seperti dana dan tenaga, dapat
membatasi jumlah responden yang dapat diwawancarai dan aspek-
aspek yang dapat dieksplorasi lebih lanjut.
4. Variabilitas Responden
Responden yang terlibat dalam penelitian memiliki latar
belakang yang berbeda-beda, baik dari segi pendidikan, ekonomi,
maupun pengalaman dengan program bantuan sosial. Variabilitas ini
dapat menyebabkan perbedaan dalam persepsi dan pengalaman, yang
sulit untuk dianalisis secara komprehensif.
5. Ketergantungan pada Data Sekunder
Penelitian ini juga mengandalkan data sekunder dari Dinas
Sosial dan sumber lainnya. Ketergantungan ini dapat mengakibatkan
keterbatasan jika data yang diperoleh tidak lengkap atau tidak
sepenuhnya akurat.
6. Pengaruh Budaya dan Sosial
Budaya lokal dan norma sosial di Desa Pangaribuan dapat
mempengaruhi cara masyarakat merespons program bantuan sosial.
Penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mencakup pengaruh budaya
yang ada, yang dapat memengaruhi implementasi dan penerimaan

program.
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7. Potensi Bias Peneliti
Sebagai peneliti, ada kemungkinan bias dalam interpretasi data
dan analisis. Persepsi dan pengalaman pribadi peneliti dapat
mempengaruhi cara data dianalisis dan disajikan, sehingga penting
untuk mencermati potensi bias ini dalam laporan hasil penelitian.
Dengan memahami keterbatasan-keterbatasan ini, diharapkan
pembaca dapat lebih kritis dalam menilai hasil penelitian dan
mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin belum sepenuhnya

terwakili dalam penelitian ini.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Perlindungan negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 telah
diimplementasikan, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah
tantangan. Bentuk bantuan pun cukup beragam, mulai dari pelatihan
keterampilan, bantuan sembako dan uang tunai, layanan kesehatan di
posyandu, beasiswa pendidikan, hingga pendampingan hukum.
Namun demikian, pelaksanaan program-program tersebut masih
belum sepenuhnya optimal.

2. Tantangan dan hambatan yang di hadapi dinas sosial dalam memenubhi
hak-hak fakir miskin di Desa Pangaribuan, Tapanuli Selatan, masih
menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait.
Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang menghambat
optimalisasi program sosial, di mana bantuan yang diberikan sering
kali bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan
kemiskinan secara struktural. Selain itu, data kemiskinan yang tidak
akurat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, sehingga
menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial.
Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik
dari segi jumlah maupun kompetensi, yang berdampak pada
efektivitas pelayanan serta rendahnya keberlanjutan program

pemberdayaan. Program yang dijalankan sering kali tanpa
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pendampingan, pelatihan, atau evaluasi yang memadai, sehingga tidak
mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi fakir miskin. Di sisi
lain, hambatan geografis dan buruknya infrastruktur turut
memperparah kesulitan dalam melakukan pendataan, distribusi, dan
pengawasan secara rutin. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini
menggambarkan bahwa penanganan fakir miskin memerlukan
pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, melibatkan
peningkatan kapasitas sumber daya, perbaikan sistem data dan
pelaporan, serta koordinasi multisektoral yang kuat. Tanpa perbaikan
mendasar di berbagai lini, upaya pemenuhan hak-hak fakir miskin
akan sulit mencapai dampak yang signifikan dan berjangka panjang.

Dalam perspektif figh siyasah, perlindungan negara terhadap hak-hak
fakir miskin mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk
menjamin kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011 dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip-prinsip
keadilan sosial dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam ajaran
Islam. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk
menyediakan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat yang
kurang mampu, sebagai bentuk realisasi dari keadilan sosial. Tinjauan
figh siyasah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah
dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang adil dan mendukung

pemenuhan hak-hak fakir miskin.
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B. SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepada Dinas sosial agar meningkatkan akses kelayanan dasar seperti
kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial bagi warga miskin dan dapat
mengembangakan program bantuan sosial yang tepat sasaran dan efektif
untuk membantu warga miskin

2. Kepala Desa agar melakukan identifikasi dan pemetaan fakir miskin
didesa pangaribuan untuk mengetahui jumlah dan kondisi mereka dan
mengembangkan program bantuan yang tepat sasaran dan efektif untuk
membantu fakir miskin seperti program bantuan pangan, bantuan biaya
hidup dan pendidikan

3. Kepada masyarakat Sebaiknya masyarakat menggunakan bantuan yang
diterima dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan dan mengembangkan
keterampilan melalui pelatihan dan pendamping yang disediakan dinas

sosial untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat
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LAMPIRAN WAWANCARA

Wawancara bersama Kabid Penanganan Fakir Miskin

1. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan kepada fakir miskin dan berapa

jumlahnya?

Jawaban: Salah satu bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin
berupa bantuan sosial tunai atau bantuan jaring pengaman sosial, jumlahnya
bervariasi tiap tahun, di tahun 2024 jaring pengaman sosial berjumlah 680

Keluarga Penerima Manfaat se Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Bagaimana dinas sosial memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran?

Jawaban: Berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang diusulkan Desa atau
Kelurahan dan di monitoring serta di verifikasi oleh perpanjangan tangan Dinas
Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dari Kementerian Sosial Republik

Indonesia, yaitu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

3. Sejauh mana efektifitas program perlindungan hak-hak fakir miskin di desa

pangaribuan?

Jawaban : Efektivitas program perlindungan fakir miskin di Desa Pangaribuan
yaitu salah satunya Program Keluarga harapan (PHK) dapat meningkatkan
kesejahteraan dan mengurangi beban keuangan rumah tangga miskin, Keluarga

penerima manfaat dari tahun 2023 hingga 2024 sudah mendapatkan manfaatnya.



4. Bagaimana dinas sosial mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang

dilakukan?

Jawaban : Dinas Sosial melakukan rapat rutin yang dilakukan secara berkala
membahas sudah sejauh mana pelayanan terhadap masyarakat dan menerima
masukan atau keluhan permasalahan dari masyarakat dan mencari jalan keluar

terhadap permasalahan yang ada.

5. Apa saja rencana dinas sosial untuk mengembangkan kerja sama dengan

lembaga lain dalam melaksanakan perlindungan hak hak fakir miskin?

Jawaban : Dinas sosial berupaya untuk lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan dalam hal kerja sama Dinas sosial aktif

berkoordinasi antara lembaga-lembaga.

6. Bagaimana peran dinas sosial dalam perlindungan hak hak fakir miskin di

desa pangaribuan?

Jawaban : Dinas sosial berkoordinasi bersama dengan kepala desa, kecamatan,
dan pendamping sosial atau pendamping PKH untuk memastikan bantuan sosial
(bansos) disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

perencanaan anggaran pemerintah.

7. Bagaimana perlindungan negara terhadap pemenuhan hak hak fakir miskin
dalam uu no 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin didesa

pangaribuan?



Jawaban : Dinas sosial memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, Kepala
Desa memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, dan Pendamping PKH
juga, bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

8. Apa tantangan dan hambatan dinas sosial dalam memenuhi hak hak fakir

miskin didesa pangaribuan?

Jawaban : Salah satu tantangan dan hambatan dinas sosial ialah pendataan
masyarakat yang kurang mampu disana, mesti dilakukan musyawarah desa setiap
tahun atau 6 bulan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
bekerja dan berusaha sendiri juga mempengaruhi pola pikir mengenai bantuan

sosial.

Wawancara bersama Kepala Desa Pangaribuan

1. Berapa jumlah fakir miskin di desa pangaribuan?

Jawaban : Jumlah fakir miskin di desa pangaribuan 75 orang

2. Bagaimana mekanisme pengidentifikasian dan pendataan fakir miskin didesa

pangaribuan?

Jawaban : Penetapan kriteria fakir miskin yang mana pemerintah memeriksa
pendapatan di bawah garis kemiskinan, pendataan awal oleh RT desa yang mana

petugas desa melakukan verifikasi lapangan untuk mengidentifikasi warga miskin.



3. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan kepada fakir miskin di desa

pangaribuan?

Jawaban : Berupa bantuan program keluarga harapan(PKH) dan bantuan langsung

tunai(BLT)

4. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa bantuan tersebut tepat

sasaran dan efektif?

Jawaban : Pendataan dan verifikasi penerima manfaat yang mana pemerintah desa
bekerja sama dengan perangkat desa untuk mendata warga yang benar-benar

membutuhkan bantuan.

5. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan

perlindungan hak-hak fakir miskin?

Jawaban : Ketidaktepatan data, banyak data penerima bantuan yang masih
menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial yang belum diperbarui
sehingganada penerima yang tidak lagi miski tetap mendapat bantuan dan

keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadran masyarakat.

Wawancara bersama Masyarakat Fakir Miskin

1. Apakah ibu telah menerima bantuan dari program perlindungan hak-hak fakir

msikin?

Jawaban : Ya, saya menerima bantuan bansos(bantua sosial) dan PKH (program

keluarga harapan)



2. Bagaimana proses pengajuan dan penerimaan bantuan tersebut?

Jawaban : Prosesnya Keluarga atau individu yang akan menerima bansos,
termasuk PKH, harus memenuhi syarat tertentu, seperti masuk dalam kategori
keluarga miskin atau sangat miskin, memiliki anak sekolah, atau anggota keluarga

dengan kebutuhan khusus (seperti lansia atau disabilitas).

3. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan kepada ibu dan berapa jumlahnya?

Jawaban : Bansos( bantuan sosial)dan PKH (program keluarga harapan) yang
mana jumlah uangn tunainya itu 560.000 Rupiah , bantuannya itu keluar sekali 3

bulan.

4. Apa saja hambatan yang ibu hadapi dalam mengakses program tersebut?

Jawaban : Pencairan yang tidak tepat waktu. Terkadang, pencairan bantuan sosial
seperti PKH tidak tepat waktu atau terlambat, sehingga ibu dan keluarga yang
mengandalkan bantuan ini untuk kebutuhan mendesak (seperti sembako atau

biaya pendidikan) merasa terbebani.

5. Apakah ibu merasa bahwa bantuan tersebut memenuhi kebutuhan ibu?

Jawaban : Bantuannya kurangg memadai, beberapa ibu mungkin merasa bahwa
bantuan yang diterima tidak cukup untuk mencakup seluruh kebutuhan keluarga.
Misalnya, jika keluarga memiliki banyak anak atau anggota keluarga yang
memerlukan perawatan khusus, jumlah bantuan yang diberikan mungkin terasa

terbatas.
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